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Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 03 TAHUN 2OI"I

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGA}.IISASI DA}{ TATA KERIA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABI.JPATEN PULAU MOROTAI

DENGA}I RAHMAT TUHAN YA}IG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

bahwa wilayah Kabupaten Pulau Morotai sebagian besar adalah perairan laut yang
berbatasan langsung dengan wilayah perairan negara lain sehingga sedng terjadi
gangguan atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dikelolah
secara baik untuk mencegah adanya gangguan dari luar;
bahwa untuk mencegah gangguan dan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia di perbatasan perlu adanya satu badan yang lfiusus menangani
dan mengelolah perbatasan di Kabupalen Pulau Morotai;
bahwa untuk melaksanakan ketenfuan Pasal 3 Peraturan Me,nteri Dalan Negeri
Nomor 2 Tahun 201I tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan
di daerah perlu dibentuk Badan Pengelolah Perbatasan Daetah di Kabupaten Pulau
Morotai;
bahwa berdasarkan pertimbatrgan sebagaimana dimaksud pada huruf a"huruf b, dan
huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

b.

c.

d.

: 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tatnrn 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Nqlara Republik Indonesia Tatnm 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dir$ah beberapa kali, teralihir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Talrun 2008 tentang Penrbatran Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 43 Tatrun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomot 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4925);

Undang-UndangNomor 53 Tahm 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai
di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
l90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a%T;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tatrun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/I(ota (Lembman Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tarnbatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB7):

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tallrn 2007 Nomor 89, Tanrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a74\;

3.

4.

5.

6.

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola
Perbatasan;



\
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E. Peiiaturan Mentsri DalanNegeri Nornor 3l Tatrun 2010 tentang Organisasi dffi Trrra
Kerja Selretariat Teap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

9. Peratrran Menteri Dalanr Negeri Nomor 2 Talun 2011 tentang Pedoman Pembentukan
Badan Pengelolah Perbatasan di daerah;

Dengan Persetujan Beruama

DEAWANI PERWAKILAhI R.A,KYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Dan

BUPA,TI PULAU MOROTAI

MEMTIruSKA}.I:

Menetapkan : PERATURAI.{ DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTA}IG
PEMBENTIJKAII ORGA].IISASI DA].I TATA KERIA BADAN PENGELOLA
PERBATASA}.I DAERAH KABI.IPAT.EN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETM.{TUA}..I UMTII\{

Pasal I

Dalanr Peraturm Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fulau Morotai.

2. KepalaDaerah adalah Bupati Pulau Morotai

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr yang selanjuttya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

4. Pemerintah Daeratr adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

5. Pemerintalran Dasrah adslah pyelenggaraan unnar pemerintatr oleh Pernerintah Daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tirgas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasJuasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesanran Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Da€rah dalam penyelenggaraan
Pernerintahm Daerah.

7. Badan Pengelola Perbatasm Daerah, yang selaqiutnya disingkat BPPD, adalah Badan Pengelola
Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

8. Batas Wilayah Negara adalah sisi garis batas wilayah perairrn Negara Republik Indonesia
dengan garis batas wilayah p€rairan laut Negara I*ain yang berhubungan dengan Kabupaten
Pulau Morotai

9. Kawasan Perbahsan addah bagian dari Wilayah Neganr yang ted*ak pada sisi dalam sepanjang
baas wilayah Indonesia de,ngan negara lain yang berada dilaut.

BABII

PEMBENTTJI(A}I DAIT{ KEDUDUKA}{

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelolah Perbatasan Daeratr Kabupaten Pulau
Morotai.

,d[
ry



(1) Badan Pengelolah Perbatasan
Daerah dipimpin oleh seorang
Bupati.

(2) Pengangkatan Kepala Badan
Keputusan Bupati.

Pasal 3

Daerah adalatr unsur pendukung pelaksanaan tugas Kepala
Kepala Badan berada dibawah dan bertanggungiawab kepada

sebagaimana ilimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

BAB M

WEWENANG, TUGAS, DAN FT.INGSI

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 4

Dalam pengelolaan wilayatr negara dan karvasan perbatasan Badan Pengelolah Perbatasan
Kabupaten Pulau Morotai mempunyai \ilewenang:

a. melalaanakan kebiiakan Pemerintah dan menetapkan kebiiakan lainnya dalam rangka otonomi
daerall dan tugas pembantuan;.

b. menjaga dan memelihara tanda batas;

c. melakukan koordinasi dalam rangka pehlsanaan tugas pembangunan di Kawasaur Perbatasan di
wilayahny4 dan

d. melakukan pembangunan Kawasan Perbafasan antar pemerintah dmah danlalau antma
pemerintah daerafi dengan pihak ketiga.

BagianJ<edua

,Pasal5

BPPD dalam melaksanakan weweRang sebagaiinana dimalcsud dalam Pasal 7, mempunyai tugas;
a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
b. menetapkan rencana kebutuhan anggaftm;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebiiakan; dan
d. melalaanakan evaluasi dan pengawasan.

'"$frfJJ'u"

Pasal 6

Datam melaksanakan tugas Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPPD menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan penetapan rencrura aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan;

b. mengkoordinasikan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta
pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan instansi terkaig

c. pengelolaan dan fasilibsi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayahNegara;

d. inventarisasi potensi sumbor daya dan rekomendasi penetapan zona pengembang:rn ekonomi,
pertahanan, sosial budaya" lingkungan hidup dan zona lainnyi dikawasan perbatasan;

e. pen]rusunan progftnm dan kebiiakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana
lainnya di kawasan perbatnsan;

f. pen]rustman anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayatr negara dan kawasan
perbatasan sesuai dcngan skala prioritas; dan

g. pelaksanaan, pengendalial dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negaxa dan kawasan peruaisan.



BAB IV
ORGANIISASI

Pasal 7

(l) Susunan Organisasi BPPD terdiri atas:

a" Kepala Badan; "

b. Sbkretariaq

1, Sub Bagian TIJ dsn Kepegawaian,

2. Sub Baglan Umutn,

3. Sub Bagran Perencantuilt,

c. Bidang Pengelolaan Batas Negar:a;

1. Seksi Pelaksanaano

2. Seksi Pelaporan, .

d. Bidang Pengslolaan Potensi Kawasan;

1. Seksi Pelaksanaan,

2. Seksi Pelapotan, , ,

e. Bidang Pengelolaan lnfrastruktur Kawasan;

1. Seksi Pelaksanaa&

2. Selai Pelaporan, ,

f. Bidang Kerjasama;

1. Seksi Pelaksanaan ,
2. Seksi Pelaporrul,

g. Unit Pelaksana Teknis.

a

Pasal 8
,

Bagan strulftr organisasi Baddil Pcmgolola Perbatasan Kabupafion hrlan Morotai adalah
sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Pernturan Daerah ini.

BABV

ESELO}-I DAN KEPEGAI9YAT{N

Passl9

(1) Kepala BPP merupalan jabatan sfuktural eselon II.b.

(2) Sekrrehris BPP merupakan jabatan snulluraf eselon III a.

(3) Ke,pata Bidang pada BPP nrenrpalon jabatan sfirktnral eselon III.b.

(4) Kerpala Subbagian dan Kepala Seksi merupaftanjabatan shrlctural eselon fV.a
(5) Kepsla Unit Felaksana Teknis merupakan3abatan sffiktural eselon IVa.

(6) KWala zubbagian pada unit pelaksana reknis merupakanjabatan stnrktural eselon IVb.



Pasal l0

Pengisian jabatan Kepala BPP sobagairnana dimaksud dalam Pasal 9 oyot (1) bcrasal dari Pegawai

Negeri Sipil dengan syarat-syarat sebagaimana tercanhur dalam Peraturan Me'lrteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahur 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di
daerah.

BAB VI
TATA KERIA

Pasal ll

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Pulau Morotai dakrm melaksanakan tugias menarapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 12

Kepala BPP rnelaksanakan sistem pengsndalian intern di lingkungannya.

Pasal 13

Kcpala BPP bertanggrmg jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikso
pengarahan s€rta pehmjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasat 14

Kepala BPP dalam melaksrmakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadep satuan

organisasi di bawahnya.

Pasal 15

(l) Kepala BPP dalam melaksanalcan tugas senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis

fungsional dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2\ Sesara blaris fungsional kepala BPP berada dibawah pembinaan Bupati

BAB VII
KETINTUAN I,AIN.I,AIN

Pasal 16

Ketentuan lebih larfut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi ma*ingimasing jabatan

struktural, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Pasal 6, ditetapkan dengon Peraturan Bupati.



BAB VM.KETENTUAI{ 
PENUTI,,P

prsal lz

Peratu:trn Da€nrh ini mulai berlaku pada tanggsl ditetapkan.

fer ytry orung rnengetahui, meinerintahkan pengundangsn peraturrn Daerahp€nempatanryra dalam Lenbana' Dasrah lfubupaan ir'fi tffiri.
j

ini dengan

L

't

Ditetapkan di Morotai Selahn
pada tanggal ZS Desernber Z0ll

BTJPATI PULAU MOROTAL

i

fi^yll
RUSLI SbUE

Diundanglon di Morotai Sealatan
pada t 'rggal 2t Desernber Z0ll
PIt. SEKRETAKIS DAERAII

KABIJPATEN PULAUMOROTAI

PEMBINA
NIP:1965080

(TEMBARAN DAERA}I K{BIJPATN PTJLAU MOROTAI TA}TIIIN 2OI I NOMOR 03)

AJVIAIvIADYA
19861I I 002
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